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ABSTRAK 

Hukum persaingan usaha sebenarnya mengatur tentang pertentangan kepentingan 

antar pelaku usaha merasa dirugikan oleh tindakan dari pelaku usaha lainnya. 

Hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pertimbangan hukum hakim dalam 

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 208 K/Pdt-Sus-

KPPU/2018adalah PT. Angkasa Pura Logistik terbukti secara sah dan meyakinkan 

melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

sehingga akibat dari kedudukan PT. Angkasa Pura Logistik yang dominan 

merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha. Berdasarkan 

kesimpulan maka disarankan agar kebebasan dalam berusaha ditangani dengan 

baik, sebab jika tidak ditangani dengan baik mengakibatkan praktek persaingan 

curang dan tidak sehat antara para pelaku usaha.  
 
Kata Kunci: Monopoli, Pelaku Usaha, Jasa  Operator Kargo dan Pos. 

 

Abstract 

 

The business competition law actually regulates the conflicting interests between 

business actors who feel disadvantaged by the actions of other business actors. 

The legal provisions concerning the prohibition of monopolistic practices and 

unfair business competition are regulated in Act Number 5 of 1999 concerning 

Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Judge's 

legal considerations in the decision of the Supreme Court of the Republic of 

Indonesia Number 208 K / Pdt-Sus-KPPU / 2018 are PT. Angkasa Pura Logistik 

is proven legally and convincingly violates Article 17 paragraph (1) and (2) of 

Law Number 5 of 1999 so that the consequences of the position of PT. Angkasa 

Pura Logistics is a dominant action that impedes business competition. Based on 

the conclusions, it is suggested that freedom in trying to be handled properly, 

because if not handled properly results in the practice of unfair and unfair 

competition between business actors. 
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PENDAHULUAN 

Dunia usaha sekarang ini sesungguhnya banyak ditemukan perjanjian-

perjanjian dan kegiatan-kegiatan usaha yang mengandung unsur-unsur yang 

kurang adil terhadap pihak yang ekonomi atau sosialnya lebih lemah dengan dalih 

pemeliharaan persaingan yang sehat. Terjadinya hal yang demikian itu antara lain 

disebabkan kurangnya pemahaman kalangan pelaku usaha terhadap Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

Adanya persaingan, pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk terus 

memperbaiki produk ataupun jasa yang dihasilkan, terus-menerus melakukan 

inovasi dan berupaya keras memberikan produk untuk jasa yang terbaik bagi 

konsumen. Persaingan akan berdampak pada semakin efisiennya pelaku usaha 

dalam menghasilkan produk atau jasanya. Di sisi lain, dengan adanya persaingan, 

maka konsumen sangat diuntungkan karena mereka mempunyai pilihan dalam 

membeli produk atau jasa tertentu dengan harga yang murah dan kualitas yang 

baik. 

Seiring dengan berkembangnya perekonomian, maka persaingan dalam 

dunia bisnispun sangat dirasakan oleh para pengusaha. Salah satu permasalahan 

adalah adanya tindakan persaingan usaha yang tidak sehat. Para pelaku usaha 

harus bersaing secara ketat dengan pelaku usaha yang lainnya agar tidak terdepak 

dari pasar yang bersangkutan. 

Persaingan antar pelaku usaha tersebut dapat mempunyai aspek positif 

maupun negatif. Persaingan usaha akan membawa aspek positif berupa : 

1. Persaingan merupakan sarana untuk melindungi para pelaku ekonomi terhadap 

eksploitasi dan penyalahgunaan. 

2. Persaingan mendorong alokasi dan relokasi sumber-sumber daya ekonomi 

sesuai keinginan konsumen. 
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3. Persaingan bisa menjadi kekuatan untuk mendorong penggunaan sumber daya 

ekonomi dan metode pemanfaatannya secara efisien. 

4. Persaingan bisa merangsang peningkatan mutu produk, pelayanan, proses 

produksi, dan teknologi. 

Kasus persaingan usaha tidak sehat dalam pelayanan jasa  penanganan 

kargo dan pos pesawat udara di terminal kargo di Bandar Udara Internasional 

Sultan Hasanuddin Makassar. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya 

disebut KPPU) dalam putusannya telah menetapkan obyek perkara adalah Praktek 

monopoli yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura Logistik sebagai pemohon 

keberatan di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, dalam 

melakukan kegiatan/usaha sebagai operator jasa penyediaan fasilitas terminal 

untuk pelayanan angkutan kargo dan pos di Terminal Kargo. Sebagai satu-satunya 

regulated agent yang memberikan pelayanan jasa pemeriksaan dan pengendalian 

keamanan kargo dan pos di terminal kargo sebagai pengusaha Ekspedisi Muatan 

Pesawat Udara (EMPU) yang bersaing dengan perusahaan EMPU lainnya. 

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut  bagaimana 

ketentuan hukum tentang larangan Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak 

sehat, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam  putusan Mahkamah Agung 

RI Nomor 208 K/Pdt-Sus-KPPU/2018. 

METODE PENELITIAN 

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah larangan Praktek 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Spesifikasi penelitian ini bersifat 

deskriptif yaitu dimulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan 

pembahasan di atas, lalu menyusun, mengklasifikasikan dan menganalisisnya  

serta kemudian menginterprestasikan data, sehingga diperoleh gambaran yang 

jelas tentang fenomena yang diteliti. 

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah dengan pendekatan yuridis 

normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang 

merupakan data sekunder seperti perundang-undangan.  Data sekunder dalam 

penelitian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang pokok 

permasalahan. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terdapat tujuan dari dibentuknya 

hukum anti monopoli. Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk: 

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional 

sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; 

2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha 

yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang 

sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha 

kecil; 

3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang 

ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam 

kegiatan usaha. 

Mencapai tujuan hukum anti monopoli, ada beberapa perjanjian yang 

dilarang dan kegiatan yang dilarang yang dapat mengakibatkan praktek monopoli 

dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat menyatakan bahwa : “Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih 

pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain 

dengan nama apapun baik secara tertulis maupun secara lisan.” 

Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa: “Pelaku 

usaha dilarang melakukan penguasaan pasar atas produksi dan atau pemasaran 

barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan 

atau persaingan usaha tidak sehat.”: 

Kemudian dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

menyatakan bahwa : Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan 

penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) apabila: 

1. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada subtitusinya; 
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2. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan 

usaha barang dan atau jasa yang sama; 

3. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50 

% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.” 

Mencapai tujuan hukum anti monopoli, ada beberapa perjanjian yang 

dilarang dan kegiatan yang dilarang yang dapat mengakibatkan praktek monopoli 

dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat menyatakan bahwa : “Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih 

pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain 

dengan nama apapun baik secara tertulis maupun secara lisan.” 

Persaingan usaha tidak sehat dapat mengakibatkan suatu pihak rugi dan 

dapat merusak kelancaran dari majunya perekonomian lokal maupun dunia. Oleh 

karena itu sebelum terlambat dalam mengatasi persaingan usaha yang tidak sehat 

maka kita harus mencegah itu terjadi. 

“Hukum persaingan usaha di Indonesia pada dasarnya termasuk dalam 

kajian pemahaman hukum ekonomi, dimana dasar kebijakan politik perekonomian 

nasional dan hukum ekonomi mengacu pada aturan Pasal 33 Undang-Undang 

Dasar 1945”. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan. 

Banyak aspek yang sebenarnya terjadi dalam persaingan dagang tetapi 

agar lebih khususnya dalam tulisan ini akan membahas tentang sebuah putusan 

dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 208 K/Pdt-Sus-KPPU/2018. 

Kasus persaingan usaha ini terjadi antara PT. Angkasa Pura Logistik, 

sebagai Termohon Keberatan dahulu sebagai pemohon keberatan melawan 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) sebagai 

Pemohon Kasasi dahulu termohon keberatan. 

Perkara ini bermula dari adanya laporan mengenai adanya dugaan 

pelanggaran Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

(selanjutnya disebut UU No.5 Tahun 1999) berkaitan dengan praktek monopoli 
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yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura Logistik di Terminal Kargo Bandar Udara 

Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. 

Obyek perkara aadalah jasa penyediaan fasilitas terminal untuk pelayanan 

angkutan kargo dan pos, dan juga jasa pemeriksaan dan pengendalian keamanan 

kargo dan pos di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. 

Pemohon keberatan memiliki hak ekslusif untuk melakukan jasa penyediaan 

fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan kargo dan pos dan merupakan satu-

satunya regulated agent yang memberikan pelayanan jasa pemeriksaan dan 

pengendalian keamanan kargo dan pos di terminal kargo Bandar Udara 

Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Sulawesi Selatan. 

Kekuatan monopoli (monopoly power) yang dimiliki PT Angkasa Pura 

Logistikdi jasa kebandarudaraan digunakan untukmenerapkan perlakuan yang 

diskriminatif terhadap Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) 

yang menjadi pesaing dari Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara 

(EMPU)milik PT Angkasa Pura Logistik. PT Angkasa Pura Logistik sebagai 

penyedia jasa diduga telah menerapkan perlakuan yang diskriminatif dengan 

memberikan pelayanan yang ekslusif terhadap unit usaha Ekspedisi Muatan 

Pesawat Udara (EMPU) yang dimilikinya dibandingkan dengan Perusahaan 

Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) pesaing lainnya.  

Akibat dari perilaku ini Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara 

(EMPU) merasakan penurunan kualitas pelayanan yang diberikan oleh PT 

Angkasa Pura Logistik dan berdampak tidak mampu bersaing dalam hal 

kecepatan pelayanan kepada konsumen dengan unit usaha Ekspedisi Muatan 

Pesawat Udara (EMPU) dari PT Angkasa Pura Logistik. Selain itu, diduga PT 

Angkasa Pura Logistik telah menerapkan pengenaan tarif ganda (double charge) 

kepada pengguna jasa yang melakukan pengiriman kargo melalui pesawat udara, 

karena tidak terdapat pilihan lain dalam melakukan pengiriman kargo, maka 

pengguna jasa terpaksa untuk menerima tarif eksesif yang diterapkan oleh PT 

Angkasa Pura Logistik. Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon 

Keberatanyaitu Pasal 17 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999. 
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Pemohon Keberatan dengan surat permohonannya tanggal 12 Juli 2017 

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 

12 Juli 2017 di bawah Register Nomor 358/Pdt.Sus- KPPU 2017/PN.Jkt.Pst.,telah 

mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 

a. Dasar Hukum Permohonan Keberatan 

Adapun Dasar Hukum Pemohon dalam Pengajuan Keberatan ini adalah : 

1) Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI No.5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyebutkan : 

“Pelaku Usaha dapat mengajukan Keberatan kepada Pengadilan Negeri 

selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima Pemberitahuan 

Putusan tersebut”. 

2) Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 

2005 tentang tata cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan 

KPPU yang menyebutkan : 

(1) Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung 

sejak Pelaku Usaha menerima Pemberitahuan Putusan KPPU dan atau 

diumumkan melalui website KPPU. 

(2) Keberatan diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang 

bersangkutan sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perdata dengan 

memberikan Salinan Keberatan kepada KPPU. 

b. Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2005 

tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan 

KPPU yang menyebutkan : hari adalah hari kerja. 

Termohon dalam putusannya telah menetapkan obyek perkara adalah 

praktek monopoli yang dilakukan oleh Pemohon di Bandar Udara Internasional 

Sultan Hasanuddin Makassar, dalam melakukan kegiatan/usaha: 

a. Sebagai Operator Jasa penyediaan fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan 

kargo dan pos di Terminal Kargo. 

b. Sebagai satu-satunya “Regulated Agent” yang memberikan pelayanan jasa 

pemeriksaan dan pengendalian keamanan kargo dan pos di Terminal Kargo. 
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c. Sebagai pengusaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) yang bersaing 

dengan perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)  lainnya. 

 Bahwa dengan tidak terbukti Pemohon sebagai penyedia jasa dapat 

menentukan kegiatan usaha jasa sebagai operator penanganan kargo dan pos di 

terminal kargo di Bandar Udara Sultan Hasanuddin dan dapat menentukan harga 

atau tarif jasa, maka Pemohon tidaklah dapat dikategorikan telah melakukan 

Praktek Monopoli. Pemohon sebagai regulated agent yang memberikan 

pelayanan jasa pemeriksaan dan pengendalian keamanan kargo dan pos di 

Terminal Kargo, dimana Pemohon dapat menjalankan usaha sebagai regulated 

agent ini karena ada izin operasional dari Direktorat Keamanan Penerbangan 

Kementerian Perhubungan RI sebagaimana tertuang dalam surat Nomor 

004/PKKP.DKP/II/2015,tertanggal 25 Maret 2015, sehingga yang dapat 

menentukan siapa yang dapat menjadi regulated agent di Bandara Udara Sultan 

Hasanuddin ini bukanlah Pemohon tapi Kementerian Perhubungan RI. 

Menentukan besarnya jasa atau tariff regulated agent atau tarif Pelayanan 

Jasa Pemeriksaan Keamanan Kargo dan Pos (PJPK2P) sebesar Rp.550,-/Kg 

(sudah termasuk PPN 10 %), bukanlah Pemohon yang menentukan, tapi besaran 

tarif ini sesuai dengan tarif batas bawah yang ditetapkan oleh Kemeterian 

Perhubungan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 

Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 153 tahun 2015. 

Bahwa dengan tidak terbukti Pemohon sebagai pihak yang dapat menentukan 

kegiatan usaha jasa sebagai regulated agent dan sebagai pihak yang dapat 

menentukan besarnya tarif PJPK2P kepada pengguna jasa, maka pemohon 

tidaklah dapat dikategorikan telah menjalankan praktek monopoli. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha memberikan putusan Nomor 08/KPPU-L/2016 tanggal 14 Juni 2017 yang 

amarnya sebagai berikut : 

a. Menyatakan bahwa Terlapor secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 

ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999. 

b. Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp6.551.558.600,00 (enam 

miliar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam 
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ratus rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan 

Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode 

Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan 

Usaha); 

c. Bahwa setelah Terlapor melakukan pembayaran denda, maka Salinan Bukti 

Pembayaran Denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU. 

Berdasarkan amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon 

Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat dan terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

telah memberikan putusan Nomor 358/Pdt.Sus-KPPU/2017/ PN.Jkt.Pst., tanggal 5 

September 2017 yang amarnya sebagai berikut : 

a. Mengabulkan permohonan keberatan untuk seluruhnya; 

b. Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-

L/2016 tanggal 14 Juni 2017; 

c. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti melanggar Pasal 17 ayat (1) 

dan (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 

d. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang 

sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu 

rupiah);: 

Mahkamah Agung yang  mengadili dalam tingkat kasasi mengabulkan 

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 358/Pdt.Sus-

KPPU/2017/ PN.Jkt.Pst., tanggal 5 September 2017 serta mengadili sendiri : 

a. Menguatkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 

08/KPPU-L/2016 tanggal 14 Juni 2017; 

b. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara, yang dalam 

tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 208 

K/Pdt-Sus-KPPU/2018 diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
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Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak 

melarang pelaku usaha untuk menguasai pasar (dominan), melarang pelaku usaha 

untuk menyalahgunakan posisi melalui berbagai macam praktek dagang, sehingga 

menimbulkan dampak negatif terhadap persaingan. 

Sesuai dengan fakta persidangan  PT. Angkasa Pura I (Persero) memiliki 

hak monopoli untuk mengelola Bandar Udara dan kegiatan penunjang lainnya 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hak atau memonopoli tersebut, PT 

Angkasa Pusa I (Persero) sebagai badan usaha Bandar Udara yang seharusnya 

mengelola fungsi terminal kargo, tetapi ternyata hak tersebut dilimpahkan 

kewenangan pengelolaannya Kepada PT Angkasa Pura Logistik. Selain sebagai 

pengelola terminal kargo PT Angkasa Pura Logistik juga berperan sebagai 

regulated agent satu-satunya yang beroperasi di Bandar Udara Internasional 

Sultan Hasanuddin, disamping Itu juga sebagai Ekspedisi Muatan Pesawat Udara 

(EMPU), sehingga unsur penguasaan atas produk dan/atau pemasaran barang 

dan/atau jasa telah terbukti. 

PT. Angkasa Pura Logistik yang melakukan kegiatan usaha dari hulu ke 

hilir dalam proses penerimaan, keamanan serta pengiriman kargo dimana PT 

Angkasa Pura Logistik berperan sebagai Ekspedisi Muatan Pesawat Udara 

(EMPU) sebagai regulated agent dan sebagai operator terminal kargo. Pelaku 

usaha atau sekolompok pelaku usaha dapat menguasai lebih 50% (lima puluh 

persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu dapat terjadi apabila 

perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang berada di posisi dominan di 

pasar sebagaimana PT. Angkasa Pura Logistik. 

Posisi dominan yang dimiliki PT. Angkasa Pura Logistik tersebut 

menyebabkan para pengguna jasa tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan 

jasa PT. Angkasa Pura Logistik. Akibat dari kedudukan PT Angkasa Pura 

Logistik yang dominan tersebut juga menetapkan pengenaan tarif ganda (double 

charge), hal tersebut merupakan tindakan yang mengakibatkan inffisiensi dalam 

pasar yang bersangkutan, sehingga memberikan dampak konsumen yang 

dirugikan. PT. Angkasa Pura Logistik yang bertindak sebagai pengelola terminal 

kargo, sebagai regulated agent dan sebagai Ekspedisi Muatan Pesawat Udara 
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(EMPU) sebagai bentuk praktek monopoli yang yang berakibat pada pengenaan 

tarif ganda kepada pengguna jasa hal ini merupakan tindakan yang menghambat 

persaingan usaha. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung 

berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari 

pemohon kasasi yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut dan 

membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 358/Pdt.Sus-

KPPU/2017/ PN.Jkt.Pst., tanggal 5 September 2017 yang membatalkan putusan 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2016 tanggal 14 Juni 

2017. 

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 208 K/Pdt-Sus-

KPPU/2018, maka jelaslah bahwa perilaku anti persaingan yang terjadi dalam 

industri kebandarudaraan dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, pelaku 

usaha pengguna jasa Bandar udara, arus barang dan secara makro kepada 

perekonomian.  

PT. Angkasa Pura Logistik melakukan serangkaian kegiatan usaha dari 

hulu ke hilir terkait proses penerimaan, keamanan, serta pengiriman kargo dimana 

PT. Angkasa Pura Logistik berperan sebagai Ekspedisi Muatan Pesawat Udara 

(EMPU) sebagai regulated agent dan sebagai operator terminal kargo di Bandar 

Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makasar.  

Praktek monopoli yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki posisi 

monopoli memiliki dampak negatif terhadap proses persaingan dan pasar secara 

keseluruhan. Pelaku usaha tunggal (monopolis) yang tidak memiliki pesaing 

cenderung akan menetapkan harga yang setinggi mungkin selama itu 

dimungkinkan dimana harga yang ditetapkan pelaku usaha tunggal tersebut tentu 

berada di atas harga yang kompetitif yaitu harga dimana jika terdapat banyak 

pelaku usaha yang bersaing di pasar.  

Meskipun harga yang ditetapkan suatu pelaku usaha tunggal di pasar tetap 

dipengaruhi oleh permintaan atas produk namun untuk sektor-sektor tertentu, 

pembeli tidak dapat berbuat banyak mengingat besarnya kekuatan pasar yang 

dimiliki pelaku usaha tunggal tersebut seperti pada sektor yang terkait sehingga 
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tidak ada pilhan bagi konsumen untuk mendapatkan produk lain dari selain pelaku 

usaha tunggal sehingga ketimpangan tersebut dimanfaatkan oleh pelaku usaha 

tunggal tersebut untuk memaksimalkan keuntungan bahkan berlebihan yang 

berakibat pada kerugian konsumen akibat perpindahan kesejahteraan dari 

konsumen yang dirampas pelaku usaha. 

KESIMPULAN  

Ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan 

usaha tidak sehat diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur 

tentang bentuk-bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang 

dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha. Bentuk-bentuk praktek monopoli dan 

persaingan usaha yang dilarang tersebut berupa perjanjian yang dilarang, kegiatan 

yang dilarang, serta posisi dominan pelaku usaha pada perusahaan tertentu yang 

dapat menimbulkan praktek monopoli. 

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 208 K/Pdt-Sus-KPPU/2018 adalah PT. Angkasa Pura Logistik 

terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga akibat dari kedudukan PT. Angkasa Pura 

Logistik yang dominan merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha 

dan PT. Angkasa Pura Logistik juga menetapkan pengenaan tarif ganda tanpa 

melakukan penyesuaian atas tarif yang berlaku sebelumnya. Hal tersebut jelas 

sebagai bentuk perilaku yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang telah 

mengakibatkan inefisiensi dalam pasar bersangkutan sehingga pada akhirnya 

memberikan dampak akhir pada masyarakat sebagai konsumen yang dirugikan. 
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